
1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Program Raskin merupakan bagian integral dari program penanggulangan 

kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya, seperti 

program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan 

produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam 

meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan. 

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) ini 

adalah sebuah program dari pemerintah yang dilaksanakan di bawah tanggung 

jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat 

Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog 

Nomor: 25 Tahun 2003 dan Nomor: PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi 

terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

Menurut pemantauan dilapangan, ada lima masalah dalam penyaluran 

program raskin yang pertama yaitu mengenai salah sasaran. Program raskin yang 

semestinya disalurkan atau di jual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata 

banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). 

Salah sasaran banyak disebabkan oleh kesalahan manusia dimana para petugas 

lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman 

kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" beras 

murah tersebut. 

Kedua, jurnlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang 

telah diprogramkan. Jumlah raskin yang di jual kepada masyarakat (miskin) sudah 
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pasti berkurang karena pembagian beras, sermg tidak di ukur dalam bentuk 

kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras 

yang di terima tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kekurangan 

jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil 

dengan membagikan raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak 

menerima kupon. 

Permasalahan ketiga, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni 

disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih 

buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang 

didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin 

yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah. 

Keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya 

harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali 

dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk 

pengangkutan ( distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong 

plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehinnga 

tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan. 

Kelima, kualitas beras yang dibagikan petugas tidak layak dikonsumsi. 

Masih banyak ditemukan beras murah ini yang tidak layak dikonsumsi. Misalnya 

beras yang sudah lama disimpan atau sudah kadaluarsa dibagikan lagi kepada 

warga, sehingga warga merasa dirugikan. 
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